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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan penjelasan dan permasalahan di atas, peneliti dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa 

(Perdes) di Desa Salut Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara Tahun 

2018 telah mempengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Salut 

secara besar-besaran. .  

2. Faktor pendukung dan penghambat peran Badan Permusyawaratan Desa 

dalam pembentukan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Salut Kecamatan 

Kayangan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2018  adalah adanya Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penertiban dari BPD. Namun peran 

BPD dalam pembentukan peraturan desa belum optimal karena kurangnya 

sosialisasi kepada masyarakat dalam pembentukan PERDES terbaru, sehingga 

mempengaruhi aspirasi dan pendapat masyarakat terhadap PERDES terbaru. 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil temuan tersebut, peneliti membantu mengoptimalkan peran 

Badan Musyawarah Desa dalam pembentukan peraturan daerah (Perdes) di Desa 

Salut Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2018, dan peneliti 

memberikan saran sebagai berikut: 
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1. Badan Pembina Desa khususnya pemangku kepentingan perlu melakukan 

sosialisasi secara berkala agar masyarakat penerima manfaat dapat memahami 

dengan jelas program-program yang dilaksanakan. Selain itu, efektivitas 

pelaksanaan program Desa Salut di Kecamatan Kayangan akan meningkat.  

2. Kepala desa dan pendamping desa menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan 

PERDES di Desa Salute di Kecamatan Kayangan, mengingat sempitnya 

jangkauan PERDES di Desa Salute.  

3. Masyarakat daerah Kayangan khususnya masyarakat Desa Saluet harus lebih 

aktif terlibat dalam pembentukan dan pembentukan PERDES terbaru di Desa 

Saluet bisa berjalan dengan lancar. 
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